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ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk
mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum
mengenai perizinan dalam melakukan kegiatan
usaha pengelolaan sampah dan bagaimanakah
penerapan  sanksi  administratif kepada
pengelola sampah yang melanggar ketentuan
persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan
menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2008 Tentang Pengelolaan Sampah di mana
dengan metode penelitian hukum normatif
disimpulkan: 1. Pengaturan hukum mengenai
perizinan dalam melakukan kegiatan usaha
pengelolaan sampah menegaskan Setiap orang
yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan
sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah
sesuai dengan kewenangannya. lzin diberikan
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
Pemerintah.tata cara memperoleh izin diatur
dengan peraturan daerah. Lingkup perizinan
yang diatur oleh Pemerintah, antara lain,
memuat persyaratan untuk memperoleh izin,
jangka waktu izin, dan berakhirnya izin. 2.
Penerapan  sanksi  administratif = kepada
pengelola sampah yang melanggar ketentuan
persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan,
dilakukan  oleh  Bupati/walikota  kepada
pengelola sampah yang melanggar ketentuan
persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
Sanksi administratif dapat berupa: paksaan
pemerintahan; uang paksa; dan/atau
pencabutan izin.

Kata kunci: sanksi administratifl sampah;
pengelola sampah;
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

Tentang Pengelolaan Sampah, Pengawasan.

Pasal 30 ayat:

(1) Pengawasan terhadap kebijakan
pengelolaan sampah oleh pemerintah
daerah dilakukan oleh Pemerintah.

(2) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan
sampah  padatingkat  kabupaten/kota
dilakukan oleh gubernur.

Pasal 31 ayat:

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan
pengelolaan sampah yang dilakukan oleh
pengelola  sampah  dilakukan  oleh
pemerintah daerah, baik secara sendiri-
sendiri maupun secara bersama-sama.

(2) Pengawasan yang  dilakukan  oleh
pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
norma, standar, prosedur, dan kriteria
pengawasan yang diatur oleh Pemerintah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai
pengawasan pengelolaan sampah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan peraturan daerah.

Pengawasan merupakan suatu alat di dalam
bersikap yang positif, artinya bukan kesalahan
yang dicari, melainkan maksud pengawasan
yang sesungguhnya ialah menjaga agar apa
yang telah direncanakan berjalan dengan baik,
tegasnya diusahakan jangan sampai terjadi
kesalahan-kesalahan dan kekurangan-
kekurangan di dalam pelaksanaan rencana
tersebut.®

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum
mengenai perizinan dalam melakukan
kegiatan usaha pengelolaan sampah ?

2. Bagaimanakah penerapan sanksi
administratif kepada pengelola sampah
yang melanggar ketentuan persyaratan
yang ditetapkan dalam  perizinan
menurut Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2008 Tentang Pengelolaan
Sampah ?

5Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya
A., Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum &
Perundang-Undangan Terbaru, Cetakan Pertama,
Visimedia, Jakarta. 2012. him. 229-230.
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C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif sebagai
metode yang akan digunakan dalam penulisan
ini.

PEMBAHASAN
A. Pengaturan Hukum Mengenai Perizinan

Dalam Melakukan  Kegiatan Usaha

Pengelolaan Sampah

Paradigma pengelolaan sampah vyang
bertumpu pada pendekatan akhir sudah
saatnya ditinggalkan dan diganti dengan
paradigma baru pengelolaan  sampah.
Paradigma baru memandang sampah sebagai
sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi
dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk
energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan
baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan
dengan pendekatan yang komprehensif dari
hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk
yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke
hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan
sehingga menjadi sampah, yang kemudian
dikembalikan ke media lingkungan secara
aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma
baru tersebut dilakukan dengan kegiatan
pengurangan dan penanganan  sampah.
Pengurangan sampah meliputi kegiatan
pembatasan, penggunaan kembali, dan
pendauran  ulang, sedangkan kegiatan
penanganan sampah meliputi pemilahan,
pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan
pemroses an akhir.®

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
memberikan hak kepada setiap orang untuk
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan
sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut
memberikan konsekuensi bahwa pemerintah
wajib memberikan pelayanan publik dalam
pengelolaan sampah. Hal itu membawa
konsekuensi  hukum  bahwa pemerintah
merupakan pihak yang berwenang dan
bertanggung jawab di bidang pengelolaan
sampah meskipun secara operasional
pengelolaannya dapat bermitra dengan badan
usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan
kelompok masyarakat yang bergerak di bidang

6 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomorl18 Tahun 2008
Tentang Pengelolaan Sampah.

persampahan dapat juga diikut sertakan dalam

kegiatan pengelolaan sampah.’

Beberapa pendapat para sarjana tentang
pengertian izin, antara lain yaitu:

1. Prajudi Atmosudirdjo dalam buku Philipus
M. Hadjon mengartikan izin ialah beranjak
dari ketentuan yang pada dasarnya tidak
melarang suatu perbuatan tetapi untuk
dapat melakukannya disyaratkan prosedur
tertentu harus dilalui.®

2. W.F Prins mendefinisikan izin yaitu biasanya
yang menjadi persoalan bukan perbuatan
yang berbahaya bagi umum, yang pada
dasarnya  harus dilarang, melainkan
bermacam-macam usaha vyang pada
hakekatnya tidak berbahaya, tapi berhubung
dengan satu dan lain sebab dianggap baik
untuk diawasi oleh administrasi Negara.’
N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi

pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu

izin merupakan salah satu instrumen yang
paling banyak digunakan dalam hukum
administrasi. Pemerintah menggunakan izin
sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan
tingkah laku para warga. lzin ialah suatu
persetujuan dari penguasa berdasarkan
undang-undang atau peraturan pemerintah
untuk dalam  keadaan-keadaan tertentu

menyimpang dari ketentuan-ketentuan
larangan  peraturan  perundang-undangan.
Dengan memberi izin, penguasa

memperkenankan orang yang memohonnya
untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu
yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut
perkenan bagi suatu tindakan yang demi
kepentingan umum mengharuskan pengawasan
khusus atasnya.lni adalah paparan luas, dari
pengertian izin.*°

Sedangkan izin dalam arti sempit yakni
pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan
izin pada umumnya didasarkan pada keinginan
pembuat undang-undang untuk mencapai

7Penjelasan Atas Undang-Undang Nomorl18 Tahun 2008
Tentang Pengelolaan Sampah.

8Philipus M. Hadjon. dkk. Pengantar Hukum Administrasi
Indonesia, Gadjah Mada Press University Yogyakarta.
2002. him. 143.

SW.F Prins dan R. Kosim Adisapoetra, Pengantar Hukum
IImu Administrasi Negara. Pradnya Paramita, Jakarta.
1983. him. 73-74.

10N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge, Pengantar Hukum
Perizinan, (Penyunting) Philipus. M. Hadjon, Yuridika.
Surabaya. 1993. him. 2-3.
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suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi
keadaan-keadaan yang buruk. Hal yang pokok
pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu
tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan
dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan
yang disangkutkan dengan perkenan dapat
dengan teliti diberikan batas-batas tertentu
bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah
untuk hanya memberi perkenan dalam
keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi
agar tindakan-tindakan yang diperkenankan
dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan
dalam ketentuan-ketentuan).!!

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
Tentang Pengelolaan Sampah, mengatur
mengenai Perizinan. Pasal 17 ayat:

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan
usaha pengelolaan sampah wajib memiliki
izin dari kepala daerah sesuai dengan
kewenangannya.

(2) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan Pemerintah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
memperoleh izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan peraturan
daerah sesuai dengan kewenangannya.

Penjelasan Pasal 17 ayat (2) Lingkup
perizinan yang diatur oleh Pemerintah, antara
lain, memuat persyaratan untuk memperoleh
izin, jangka waktu izin, dan berakhirnya izin.

Pasal 18 ayat:

(1) Keputusan mengenai pemberian izin
pengelolaan sampah harus diumumkan
kepada masyarakat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha
pengelolaan sampah yang mendapatkan
izin  dan tata cara pengumuman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan peraturan daerah.

Istilah pemerintah berasal dari kata
“perintah” yang berarti menyuruh melakukan
sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa
pemerintah adalah kekuasaan yang
memerintah sesuatu negara (daerah negara)
atau badan tertinggi yang memerintah suatu
negara, seperti kabinet merupakan suatu
pemerintah. Istilah pemerintahan diartikan
dengan perbuatan (cara, hal urusan dan

1 bid.
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sebagainya) memerintah.’> Secara etimologis
dapat diartikan sebagai “tindakan yang terus-
menerus (kontinu) atau kebijaksanaan dengan
menggunakan suatu rencana maupun akal
(rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai
tujuan tertentu yang dikehendaki.®®

Kewenangan atau wewenang pejabat publik
dalam membuat suatu keputusan dan/atau
tindakan merupakan dasar berpijak atau
sebagai kekuasan yang diberikan berdasarkan
hukum (legal  authority). Kewenangan
mengandung makna kemampuan untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu
berdasarkan suatu atau beberapa ketentuan
hukum. Dengan kata lain, perbuatan
(melakukan atau tidak melakukan) bukan untuk
dirinya sendiri melainkan ditujukan dan untuk
orang lain seperti wewenang memerintah dan
mengatur.  Arti  penting dari adanya
Kewenangan adalah adanya persyaratan yang
akan diberikan kepada pejabat publik untuk
diberikan Kewenangan, karena segala bentuk
tindakan  hukumnya  menyangkut pihak
masyarakat luas (publik).'*

Di Belanda istilah “kewenangan” dikenal
dengan “bevoegheid”, dan istilah ini di
Indonesia  sering  diterjemahkan dengan
“kewenangan” atau “wewenang”.’® Padahal
kalau ditelusuri lebih lanjut terdapat perbedaan
yang mendasar antara “kewenangan” dan
“wewenang”, karena arti “kewenangan”
kaitannya dengan hukum administrasi negara
sepemahaman penulis adalah awal mula
otoritas pejabat publik itu muncul berdasarkan
peraturan Perundang-undangan untuk
melaksanakan tugas dan fungsinya. Sedangkan
“wewenang” merupakan bagian dari
“kewenangan” tersebut. Meskipun terdapat
ketidak samaan arti antara keduanya, dalam
tulisan ini penulis tetap menjadikan keduanya
satu kesatuan yang tidak terpisahkan.®

12pjpin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Pemerintahan
Daerah di Indonesia (Di Lengkapi Undang-Undang No. 32
Tahun 2004), Cetakan 1. Pustaka Setia, Bandung, 2006,
him. 72.

13 Ibid, him. 72.

14 Baqir Manan, Perkembangan UUD 1945, FH Ul Press,
Yogyakarta, 2004, him. 59-60.

155, Wojowasito, Kamus Umum Belanda-Indonesia,
Penerbit PT. Ichtiar Baru. Van Hoeve, Jakarta, 1996, him.
78.

16Agus Budi Susilo, Makna Dan Kriteria Diskresi Keputusan
Dan/Atau Tindakan Pejabat Publik Dalam Mewujudkan
Tata Pemerintahan Yang Baik (The Meaning and Criteria of
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Istilah kewenangan sering disebut dengan
authority, gezag atau yuridiksi. Kewenangan
adalah kekuasaan vyang diformalkan baik
terhadap segolongan orang tertentu, maupun
kekuasaan terhadap sesuatu bidang
pemerintahan tertentu secara bulat yang
berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari
kekuasaan pemerintah. Pengertian ini berbeda
dengan dengan wewenang yang dikenal juga
dengan istilah competence atau bevoegdheid.
Wewenang hanya mengenai sesuatu unsur
tertentu atau bidang tertentu saja. Jadi
kewenangan merupakan kumpulan dari
wewenang-wewenang (rechtsbevoegdhehen).
Wewenang ini merupakan kemampuan untuk
melakukan suatu tindakan hukum publik, atau
secara yuridis, wewenang adalah kemampuan
bertindakyang diberikan oleh Undang-Undang
yang berlaku untuk melakukan hubungan-
hubungan hukum.”

Negara  hukum ialah negara vyang
susunannya diatur dengan sebaiknya-baiknya
dalam undang-undang, sehingga segala
kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya
didasarkan pada hukum. Rakyat tidak boleh
melakukan tindakan yang bertentangan dengan
hukum. Negara hukum itu ialah negara yang
diperintah bukan oleh orang-orang tetapi oleh
undang-undang (state not governed by men,
but by laws). Oleh karena itu di dalam negara
hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya
oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya
kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi
seluruhnya dengan tunduk dan taat kepada
segala peraturan pemerintah dan undang-
undang negara.l®

Tindakan pemerintah tidaklah dalam arti
sebebas-bebasnya, karena konstitusi atau
hukum harus ditaati agar tidak berlaku
sewenang-wenang, baik dalam arti tindakan
yang melampaui batas kewenangan, bertindak
tidak sesuai dengan kewenangan atau

Discretion of Public Policy and/or Act of Public Officials in
Good Governance Implementation). Jurnal. Hukum dan
Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015: 133-152. him.
139.

1SF. Marbun. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara.
Liberty. Yogyakarta. 1997. him. 154.

184, Murtir Jeddawi, Negara Hukum Good Governance dan
Korupsi di Daerah, Total Media, Yogyakarta, 2011. him. 1-
2.

peruntukannya atau bertindak sewenang-
wenang.'

Pemahaman kekuasaan dalam aspek
hukum, dimaknai sebagai sebuah wewenang,
tetapi kekuasaan dalam pengertian ini bukanlah
suatu kekuasaaan yang dapat berdiri sendiri,
melainkan keberadaan kekuasaan tidak dapat
dipisah dari lembaganya. Oleh karena itu,
kekuasaan dalam arti wewenang dikatakan
sebagai suatu kekuasaan yang telah
dilembagakan.?®

Setiap negara mempunyai penduduk dan
kekuasaan negara menjangkau semua
penduduk di dalam wilayahnya. Penduduk
dalam suatu negara biasanya menunjukkan
beberapa ciri khas yang membedakan dari
bangsa lain. Perbedaan ini tampak misalnya
dalam kebudayaan, nilai-nilai politiknya atau
identitas nasionalnya. Kesamaan dalam sejarah
perkembangannya, bahasa, kebudayaan, suku
bangsa dan kesamaan agama merupakan
faktor-faktor yang dapat mendorong ke arah
terbentuknya persatuan nasional dan identitas
nasional yang kuat.?

Negara adalah lembaga sosial yang diadakan
manusia  untuk  memenuhi  kebutuhan-
kebutuhannya yang vital. Sebagai lembaga
sosial negara tidak diperuntukkan memenuhi
kebutuhan khusus dari segolongan orang
tertentu, tetapi untuk memenuhi keperluan-
keperluan dari seluruh rakyat negara itu.?

Rakyat atau masyarakat merupakan unsur
utama terbentuknya sebuah negara. Oleh
karena itu, tepatlah bila para sosiolog
mengatakan bahwa negara adalah kelompok
persekutuan hidup orang vyang banyak
jumlahnya dan terikat dan terikat oleh
perasaan senasib dan seperjuangan. Jadi jika
membicarakan negara, maka sebenarnya yang
dibicarakan adalah masyarakat manusia,
sehingga adanya manusia merupakan suatu
keharusan dan manusia itu membentuk
kelompok masyarakat. Terbentuknya
kemlompok masyarakat disebabkan karena
manusia dalam kenyataannya adalah makhluk
sosial (zoon politicon), sebagaimana pendapat
Aristoteles. Dapat dikatakan hidup masyarakat

19 Ibid, him. 2.

20 |pjd, him. 5.

21 Ni'matul Huda, /Imu Negara, Cetakan ke-3. PT.
RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2011, him. 17-18.

22 |bid, him. 54.
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adalah merupakan suatu kelompok vyang
mempunyai ide dan cita-cita serta berkeinginan
untuk bersatu. Adanya idea atau cita-cita untuk
bersatu serta kesatuan yang mereka bentuk
tersebut merupakan kesatuan senasib dan
seperjuangan yang oleh pengamatan ilmu
modern  disebut adanya tekad untuk
membentuk satu nation (bangsa). Oleh karena
tekad tadi pengertian masyarakat tersebut
menjadi pengertian rakyat yang berarti lebih
condong ke arah konsepsi politik.?

Sistem perizinan muncul karena tugas
mengatur dari pemerintah, karena perizinan
akan dibuat dalam bentuk peraturan yang
harus dipatuhi masyarakat yang berisikan
larangan dan perintah. Dengan demikian izin ini
akan digunakan oleh penguasa sebagai
instrumen untuk mempengaruhi hubungan
dengan para warga agar mau mengikuti cara
yang dianjurkannya, guna mencapai tujuan
yang konkrit.?*

Perizinan wujud keputusan pemerintah,
maka perizinan adalah: tindakan hukum
pemerintah berdasarkan kewenangan publik
yang membolehkan atau memperkenankan
menurut hukum bagi seseorang atau badan
hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan.
Instrumen perizinan diperlukan pemerintah
untuk mengkonkretkan wewenang pemerintah.
Tindakan ini dilakukan melalui penerbitan
keputusan tata usaha negara.?

Menurut Sjachran Basah, izin adalah
perbuatan hukum administrasi negara bersegi
satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal
konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur
sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan.?®

Perizinan ini merupakan upaya mengatur
kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang
menimbulkan gangguan pada kepentingan
umum. Mekanisme perizinan vyaitu melalui
penerapan prosedur ketat dan ketentuan yang
harus dipenuhi untuk menyelenggarakan suatu
pemanfaatan lahan. Perizinan adalah salah satu
bentuk pelaksanaan fungsi mengatur dan

2Suryo Sakti Hadiwijoyo, Aspek Hukum Wilayah Negara
Indonesia, Edisi Pertama. Graha IImu. Yogyakarta, 2012.
him. 2-3.

24N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, Op. Cit, him. 5.
2Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Cetakan
Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2012. him. 28-29.

26Adrian Sutedi. Op.Cit. 2009. him. 170.
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bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah,
yaitu merupakan mekanismepengendalian
administratif terhadap kegiatan yang dilakukan
oleh masyarakat.?”’

Izin adalah perangkat hukum adminsitrasi
yang digunakan pemerintah untuk
mengendalikan warganya agar berjalan dengan
teratur dan untuk tujuan ini diperlukan
perangkat administrasi. Salah satu perangkat
administrasi adalah organisasi dan agar
organisasi ini berjalan dengan baik, perlu
dilakukan pembagian tugas. Sendi utama dalam
pembagian tugas adalah adanya koordinasi dan
pengawasan.?®

Izin adalah perangkat hukum adminsitrasi
yang digunakan pemerintah untuk
mengendalikan warganya agar berjalan dengan
teratur dan untuk tujuan ini diperlukan
perangkat administrasi. Salah satu perangkat
administrasi adalah organisasi dan agar
organisasi ini berjalan dengan baik, perlu
dilakukan pembagian tugas. Sendi utama dalam
pembagian tugas adalah adanya koordinasi dan
pengawasan.?

Izin diterapkan oleh pejabat negara,
sehingga dilihat dari penempatannya maka izin
adalah instrumen pengendalian dan alat
pemerintah untuk mencapai apa yang menjadi
sasarannya. Menurut Ahmad Sobana,
mekanisme perizinan dan izin yang diterbitkan
untuk pengendalian dan pengawasan
administrasi bisa dipergunakan sebagai alat
untuk mengevaluasi keadaan dan tahapan
perkembangan yang ingin dicapai, di samping
untuk mengendalikan arah perubahan dan
mengevaluasi keadaan, potensi, serta kendala
yang disentuh untuk berubah.°

Paling penting dalam proses penerbitan izin
ini adalah persoalan siapa yang paling
berwenang memberikan izin. Ini sangat penting
karena izin merupakan bentuk keputusan tata
usaha negara. lzin dapat dikatakan sebagai
keputusan tata usaha negara karena ia
dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara,
yaitu pemerintah atas permohonan yang
diajukan oleh badan hukum perdata atau
perorangan. Pemerintah merupakan pejabat

27 |bid. him. 173.

28H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Op.Cit,
him. 92.

29 |pid.

30 Ibid.
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tata usaha negara, karena ia melaksanakan
fungsi  untuk  menyelenggarakan urusan
pemerintahan baik di tingkat pusat dan daerah
dengan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.3!

Di sisi lain dilihat dari pengertian
keputusan tata usaha negara itu sendiri
memiliki sifat-fifat keputusan tersebut yaitu
bahwa izin bersifat konkret. Artinya obyek yang
diputuskan dalam tata usaha negara itu tidak
abstrak melainkan berwujud, tertentu, dan
ditentukan. Izin memiliki sifat individual, artinya
bahwa dalam izin itu harus disebutkan dengan
jelas siapa yang diberikan izin. Izin bersifat final,
di mana dengan izin seseorang telah
mempunyai hak untuk melakukan sesuatu
perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang
secara definisif dapat menimbulkan akibat
hukum tertentu.®

Perizinan wujud keputusan pemerintah,
maka perizinan adalah: tindakan hukum
pemerintah berdasarkan kewenangan publik
yang membolehkan atau memperkenankan
menurut hukum bagi seseorang atau badan
hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan.
Instrumen perizinan diperlukan pemerintah
untuk mengkonkretkan wewenang
pemerintah.Tindakan ini dilakukan melalui
penerbitan keputusan tata usaha negara.®

Kehadiran hukum dalam masyarakat di
antaranya adalah untuk mengintegrasikan
suatu kekuasan dan mengkoordinasikan
kepentingan-kepentingan yang bisa
bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum
diintegrasikan sedemikian rupa sehingga
tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-
kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-
kepentingan itu dilakukan dengan mambatasi
dan  melindungi  kepentingan-kepentingan
tersebut. Memang dalam suatu lalu-lintas
kepentingan, perlindungan terhadap
kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat
dilakukan dengan cara membatasi kepentingan
di lain pihak.*

Hukum melindungi kepentingan seseorang
dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan
kepadanya untuk bertindak dalam rangka

31 Ibid. him. 93.

32 Jpid.

33Helmi. Op.Cit. him. 28-29.

345atjipto Rahardjo, /Imu Hukum, Cetakan ke- IV, PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2006, him. 53.

kepentingannya tersebut. Pengalokasian

kekuasaan ini dilakukan secara teratur dalam

arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya.

Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut

sebagai “hak”. Dengan demikian tidak setiap

kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut
sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan
tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum
kepada seseorang.®® Hukum bekerja dengan
cara mengatur perbuatan seseorang atau
hubungan antara orang-orang dalam
masyarakat. Untuk keperluan pengaturan
tersebut, maka hukum menjabarkan
pekerjaannya dalam berbagai fungsinya yaitu:3®

1. Pembuatan norma-norma, baik yang
memberikan peruntukan maupun yang
menentukan hubungan antara orang dengan
orang;

2. Penyelesaian sengketa-sengketa;

3. Menjamin kelangsungan kehidupan
masyarakat, vyaitu dalam hal terjadi
perubahan-perubahan.

Norma hukum adalah peraturan hidup yang
bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang
tegas. Peraturan yang timbul dari norma hukum
dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat
setiap orang dan pelaksanaannya dapat
dipertahankan dengan segala paksaan oleh
alat-alat negara. Keistimewaan norma hukum
itu justeru terletak pada sifatnya yang
memaksa dengan sanksinya yang berupa
ancaman hukuman. Alat kekuasaan negara
yang berusaha agar peraturan hukum ditaati
dan dilaksanakan. Setiap norma paling tidak
mempunyai beberapa unsur, yaitu:*’

1. Sumber, yaitu dari mana asal norma itu;

2. Sifat, yaitu syarat-syarat kapan norma itu
berlaku;

3. Tujuan, yaitu untuk apakah norma itu
dibuat;

4. Sanksi, yaitu reaksi (alat pemaksa) apakah
yang akan dikenakan kepada orang yang
melanggara atau tidak mematuhi norma itu.

35 Ibid, him. 53-54.

36Satjipto Raharjo. Hukum dan Perubahan Sosial Suatu
Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di
Indonesia. Cetakan Ketiga Genta Publishing. Yogyakarta.
2009. him. 111.

37Yulies Tiena, Masriani, Pengantar Hukum Indonesia,
Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, him. 5-6.
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B. Penerapan Sanksi Administratif Kepada
Pengelola Sampah Yang Melanggar
Ketentuan Persyaratan Yang Ditetapkan
Dalam Perizinan
Perizinan wujud keputusan pemerintah,

maka perizinan adalah: tindakan hukum

pemerintah berdasarkan kewenangan publik
yang membolehkan atau memperkenankan
menurut hukum bagi seseorang atau badan
hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan.

Instrumen perizinan diperlukan pemerintah

untuk mengkonkretkan wewenang

pemerintah.Tindakan ini dilakukan melalui
penerbitan keputusan tata usaha negara.®

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
Tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 32 ayat:

(1) Bupati/walikota dapat menerapkan sanksi
administratif kepada pengelola sampah
yang melanggar ketentuan persyaratan
yang ditetapkan dalam perizinan.

(2) Sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. paksaan pemerintahan;
b. uang paksa; dan/atau
c. pencabutan izin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai
penerapan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dengan peraturan daerah
kabupaten/kota.

Penjelasan Pasal 32 ayat (2) huruf a Paksaan
pemerintahan merupakan suatu tindakan
hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah
untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam
keadaan semula dengan beban biaya yang
ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak
mematuhi  ketentuan  dalam  peraturan
perundang-undangan. Huruf b Uang paksa
merupakan uang yang harus dibayarkan dalam
jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang
melanggar  ketentuan dalam  peraturan
perundang-undangan sebagai pengganti dari
pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

Sanksi, sanctie, yaitu: akibat hukum bagi
pelanggar ketentuan undang-undang. Ada
sanksi adminsitratif, ada sanksi perdata dan ada
sanksi pidana.®® Van Vollenhoven, memberikan
pendapatnya, bahwa kedudukan hukum

38Helmi, Op.Cit. him. 28-29.

3%9Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Editor)
Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.him.
138.
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administrasi negara, hukum tata negara dan
hukum pidana termasuk di dalam bagian
hukum publik, dan hukum administrasi negara
berada di samping hukum tata negara dan
hukum pidana.*

Administrasi negara atau pemerintah juga
memerlukan instrumen atau sarana yang akan
dapat menunjang administrasi negara dalam
menjalankan  tugasnya.Sarana-sarana  yang
dimaksud dalam hal ini adalah alat-alat yang
digunakan oleh pemerintah atau administrasi
negara dalam melaksanakan tugasnya. Dalam
menjalankan tugas-tugas pemerintahan,
pemerintah atau administrasi negara
melakukan berbagai tindakan hukum dengan
menggunakan sarana atau instrumen seperti
alat tulis menulis, sarana transportasi dan
komunikasi, gedung-gedung dan lain-lain yang
terhimpun dalam publik domain atau
kepunyaan publik.*

Disamping itu pemerintah juga
menggunakan berbagai instrumen yuridis
dalam menjalankan kegiatan mengatur dan
menjalankan  urusan  pemerintahan  dan
kemasyarakatan, seperti peraturan perudang-
undangan, keputusan-keputusan, peraturan
kebijaksaan, perizinan, instrumen hukum
keperdataan, dan sebagainya.** Hukum
adminstrasi merupakan tindakan pemerintahan
atau eksekutif atau bestuurmaatregel atau the
measurelaction of government terhadap
pelanggaran perundang-undangan yang berlaku
dan bersifat reparatoir (mengembalikan pada
keadaan semula).*®

Hukum adminsitrasi negara disebut pula
hukum pemerintahan atau hukum tata usaha.
Menurut J H P., Bellefroid: hukum tata usaha
atau disebut juga hukum (tata) pemerintahan
ialah keseluruhan aturan-aturan tentang cara
bagaimana alat-alat perlengkapan
pemerintahan dari badan-badan kenegaraan
(openbarelichaman) dan majelis-majelis
pengadilan khusus yang diserahi pengadilan
tata usaha hendaknya memenuhi tugasnya.
Menurut paham ini hukum tata usaha pada
pokoknya hanya bersangkutan dengan alat-alat

40Kuntjoro  Purbopranoto,  Perkembangan  Hukum
Administrasi Indonesia, Binacipta, Jakarta, 1981. him. 4.
4Ridwan HR, Hukum Adminstrasi Negara, Edisi |. Cet. 4.
PT. RadjaGrafindo, Jakarta, 2006, him. 129.

42 |pid.

43Syahrul Machmud. Op.Cit. him. 179.
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perlengkapan yang tugas pokoknya
pemerintahan, tetapi sebaliknya mengenai
seluruh tugas yang diserahkan sesungguhnya
kepada alat-alat perlengkapan pemerintahan
itu, jadi selain dari pada tugas pemerintahan
juga perundang-undangan dan pengadilan (tata
usaha).*

Sanksi administrasi merupakan perbuatan
pemerintah guna mengakhiri suatu keadaan
yang dilarang oleh kaidah hukum administrasi
atau melakukan apa yang seharusnya
ditinggalkan oleh para warga masyarakat
karena bertentangan dengan undang-undang
atau aturan hukum lainnya.*®* Penempatan
sanksi dalam suatu aturan hukum, merupakan
bagian penutup yang sangat penting dalam
setiap peraturan perundang-undangan
termasuk dalam aturan hukum administrasi.
Pada umumnya tidak ada  gunanya
memasukkan aturan-aturan hukum tentang
kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan
bagi para warga dalam aturan hukum bidang
administrasi negara, manakala aturan-aturan
mengenai tingkah laku tidak dapat dipaksakan
secara tegas oleh aparat pemerintah atau
lembaga/instansi  maupun  pejabat  yang
berwenang untuk itu.*®

Perbedaan antara sanksi administrasi dan
sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan
pengenaan  sanksi itu  sendiri.  Sanksi
administrasi  ditujukan kepada perbuatan
pelanggarannya sedangkan sanksi pidana
ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi
hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi
dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu
dihentikan. Sifat sanksi adalah “reparatoir”
artinya memulihkan pada keadaan semula. Di
samping itu perbedaan antara sanksi pidana
dan sanksi administrasi ialah tindakan
penegakan hukumnya. Sanksi administrasi
diterapkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara
tanpa harus melalui prosedur peradilan
sedangkan sanksi pidana hanya dapat
dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses
peradilan.?’

44Sudarsono, Op.Cit, him. 168-169.

45Philipus. M. Hadjon. Pengantar Hukum Administrasi
Indonesia. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
1994. him. 246.

46 |pid, him. 245.

47Philipus. M. Hadjon, dkk. Pengantar Hukum Administrasi
Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative

Penerapan sanksi pidana merupakan upaya
terakhir (ultimum remedium) ketika instrumen
hukum perdata atau hukum administrasi sudah
tidak dapat dilaksanakan dengan baik.*®

Menurut Philipus. M. Hadjon, wewenang
menerapkan sanksi administrasi sebagai suatu
konsep hukum publik terdiri atas sekurang-
kurangnya tiga komponen, yaitu:

a. komponen pengaruh; bahwa penggunaan
wewenang dimaksudkan untuk
mengendalikan perilaku subyek hukum,

b. komponen dasar hukum; bahwa wewenang
itu selalu harus dapat ditunjuk dasar
hukumnya, dan

c. komponen konformitas hukum;
mengandung makna adanya standar
wewenang, yaitu standar umum (semua
jenis wewenang) dan standar khusus (untuk
jenis wewenang tertentu).*

Pelayanan publik diartikan dengan
pemberian layanan (melayani) keperluan orang
atau masyarakat yang mempunyai kepentingan
pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok
dan tata cara yang telah ditetapkan.*®

Penarikan kembali keputusan sebagai sanksi
ini berkaitan erat dengan sifat keputusan itu
sendiri. Bila keputusan bersifat terikat, maka
keputusan tersebut harus ditarik sendiri oleh
organ atau instansi yang mengeluarkan
keputusan. Penarikan ini hanya mungkin
dilakukan apabila peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya
keputusan  telah mengaturnya sebelum
keputusan  itu  dikeluarkan.  Sedangkan
keputusan yang bersifat bebas, maka
penarikannya kadang-kadang ditentukan dalam
peraturan  perundang-undangan, kadang-
kadang tidak.>!

Hal-hal yang dapat menjadikan sebab suatu
keputusan tata usaha negara yang berupa
perizinan dicabut sebagai bentuk sanksi adalah

1. Pihak yang berkepentingan (penerima izin)
tidak mematuhi pembatasan-pembatasan,

Law) Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 2008.
him. 247.

48Andi Hamzah. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia.
Rineka Cipta. Jakarta, 2008. him. 8.

49Philipus. M. Hadjon, Op.Cit. him. 1.

SO0Lijan Poltak Sinambela. Reformasi Pelayanan Publik-
Teori, Kebijakan, Dan Implementasi. Bumi Aksara. Jakarta.
2006. him. 5.

51 Jpid. him. 312.
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syarat-syarat atau ketentuan peraturan

perundang-undangan yang dikaitkan pada

izin tersebut;

2. Pihak yang berkepentingan (penerima izin)
pada waktu mengajukan permohonan untuk
mendapatkan izin telah memberikan data
yang tidak benar atau tidak lengkap. Hal ini
bermakna bahwa apabila data vyang
diberikan saat mengajukan permohonan izin
benar, lengkap, dan tidak dipalsukan maka
pemberian izin  mungkin tidak akan
diberikan (permohonan izin ditolak).>
Sanksi administrasi merupakan perbuatan

pemerintah guna mengakhiri suatu keadaan
yang dilarang oleh kaidah hukum administrasi
atau melakukan apa vyang seharusnya
ditinggalkan oleh para warga masyarakat
karena bertentangan dengan undang-undang
atau aturan hukum lainnya.>

Penempatan sanksi dalam suatu aturan
hukum, merupakan bagian penutup vyang
sangat penting dalam setiap peraturan
perundang-undangan termasuk dalam aturan
hukum administrasi. Pada umumnya tidak ada
gunanya memasukkan aturan-aturan hukum
tentang kewajiban-kewajiban atau larangan-
larangan bagi para warga dalam aturan hukum
bidang administrasi negara, manakala aturan-
aturan mengenai tingkah laku tidak dapat
dipaksakan secara tegas oleh aparat
pemerintah atau lembaga/instansi maupun
pejabat yang berwenang untuk itu.>*

Tahun 2016 jumlah timbulan sampah di
Indonesia mencapai 65.200.000 ton per tahun
dengan penduduk sebanyak 261.115.456 orang.
Proyeksi penduduk Indonesia menunjukkan
angka penduduk yang terus bertambah dan
tentunya akan meningkatkan jumlah timbulan
sampah. Harus dilakukan suatu upaya agar
Target SDGs 12.5 yang menyatakan negara
secara substansial mengurangi timbulan
sampah melalui pencegahan, pengurangan,
daur ulang, dan penggunaan kembali dapat
dicapai. Langkah pemerintah tertuang dalam
Pepres 97 Tahun 2017 yang menargetkan
pengurangan sampah rumah tangga dan
sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar

52 Ipid.
53Philipus. M. Hadjon. 1994. Op.Cit. him. 246.
54 Ibid, him. 245.
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30 persen dan penanganannya sebesar 70
persen.>®

Pada tahun 2030 setiap negara secara
substansial mengurangi timbulan sampah
melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang,
dan penggunaan kembali. Hal ini merupakan
target Sustainable Development Goals (SDGs)
untuk dapat menjamin pola produksi dan
konsumsi yang berkelanjutan (SDGs target
12.5). Hal ini sejalan dengan target
pengurangan dan penanganan sampah rumah
tangga (SRT) dan sampah sejenis sampah
rumah tangga (SSRT) pada Peraturan Presiden
(Pepres) Republik Indonesia Nomor 97 Tahun
2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengelolaan SRT dan SSRT.>®

Target SDGs dan Pepres di atas merupakan
salah satu upaya penanganan timbulan sampah
khususnya di daerah perkotaan. World Bank
(2012) menyatakan bahwa pertambahan
jumlah timbulan sampah sangat cepat, pada
tahun 2002 dengan 2,9 miliar penduduk
perkotaan menghasilkan sekitar 0,64 kg per
orang per hari (0,68 miliar ton per tahun) dan
pada tahun 2012 jumlah ini telah meningkat
menjadi sekitar 3 miliar penduduk yang
menghasilkan 1,2 kg per orang per hari (1,3
miliar ton per tahun). Diperkirakan sampah ini
akan terus bertambah dan diprediksikan pada
tahun 2025 akan mencapai 4,3 miliar penduduk
perkotaan yang menghasilkan sekitar 1,42 kg
per orang per hari sampah kota (2,2 miliar ton
per tahun).”’

Penegakan  hukum dijalankan  untuk
menjaga, mengawal dan menghantar hukum
agar tetap tegak searah dengan tujuan hukum
dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan
penegakan hukum  merupakan tindakan
penerapan hukum terhadap setiap orang yang
perbuatannya menyimpang dan bertentangan
dengan norma hukum, artinya hukum
diberlakukan bagi siapa saja dan
pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme
dan cara dalam sistem penegakan hukum yang
telah ada.’® Dengan kata lain penegakan hukum
sebagai suatu kegiatan untuk menjaga dan

55Badan Pusat Statistik. Op.Cit. him. 3.

%6 Ipid. him. 3.

57 Ibid.

8Sadjijono.Polri Dalam  Perkembangan Hukum  Di
Indonesia, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo,
Yogyakarta. 2008. him. 61.
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mengawal hukum agar tetap tegak sebagai
suatu norma vyang mengatur kehidupan
manusia demi  terwujudnya  ketertiban,
kemanan dan ketentraman masyarakat dalam
menjalankan kehidupannya.>®

Hukum sebagai norma mempunyai ciri
kekhususan,  vyaitu hendak  melindungi,
mengatur dan memberikan keseimbangan
dalam menjaga kepentingan umum.
Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti
merugikan, melalaikan atau mengganggu
keseimbangan kepentingan umum dapat
menimbulkan rekasi dari masyarakat. Reaksi
yang diberikan berupa pengembalian
ketidakseimbangan vyang dilakukan dengan
mengambil tindakan terhadap pelanggarnya.
Pengembalian ketidakseimbangan bagi suatu
kelompok sosial yang teratur dilakukan oleh
petugas yang berwenang dengan memberikan
hukuman.®°

PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai perizinan
dalam  melakukan  kegiatan usaha
pengelolaan sampah menegaskan Setiap
orang yang melakukan kegiatan usaha
pengelolaan sampah wajib memiliki izin
dari kepala daerah sesuai dengan
kewenangannya. lzin diberikan sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan
Pemerintah.tata cara memperoleh izin
diatur dengan peraturan daerah. Lingkup
perizinan yang diatur oleh Pemerintah,
antara lain, memuat persyaratan untuk
memperoleh izin, jangka waktu izin, dan
berakhirnya izin.

2. Penerapan sanksi administratif kepada
pengelola sampah vyang melanggar
ketentuan persyaratan yang ditetapkan
dalam perizinan, dilakukan oleh
Bupati/walikota kepada pengelola
sampah yang melanggar ketentuan
persyaratan yang ditetapkan dalam
perizinan. Sanksi administratif dapat
berupa: paksaan pemerintahan; uang
paksa; dan/atau pencabutan izin.

B. Saran

59 Ipid. him. 62.
80Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia. Rajawali
Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009. him. 3.

1. Pelaksanaan pengaturan hukum
mengenai perizinan dalam melakukan
kegiatan wusaha pengelolaan sampah
setelah ada Keputusan mengenai
pemberian izin pengelolaan sampah
tentunya harus diumumkan kepada
masyarakat.

2. Penerapan sanksi administratif kepada
pengelola sampah vyang melanggar
ketentuan persyaratan yang ditetapkan
dalam perizinan perlu diterapkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku khususnya mengenai
pelaksanaan  paksaan pemerintahan
merupakan suatu tindakan hukum yang
dilakukan oleh pemerintah daerah untuk
memulihkan kualitas lingkungan dalam
keadaan semula dengan beban biaya
yang ditanggung oleh pengelola sampah
yang tidak mematuhi ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan. Uang
paksa merupakan uang vyang harus
dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh
pengelola sampah vyang melanggar
ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan sebagai pengganti dari
pelaksanaan sanksi paksaan
pemerintahan.
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